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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan memaparkan mengenai pendahuluan pada Tugas 

Akhir yang berisi tentang  latar belakang penulisan Tugas Akhir, ruang 

lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan Tugas Akhir. Selain itu, 

dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai metode pengumpulan data 

dan penulisan pada Tugas Akhir. Untuk itu berikut uraian dari pendahuluan 

pada Tugas Akhir “MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN 

PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN INSENTIF 

PAJAK COVID-19 ATAS GAJI KARYAWAN PERUSAHAAN PT. XXXX 

(STUDI KASUS PING ASTONO SETIAWAN DAN ADRIAN PRIYANTO 

TAX & ACCOUNTING CONSULTANT SEMARANG)”. 

1.1 Latar Belakang 

 Pandemi Covid-19 merupakan bencana global yang mulai terjadi pada 

tahun 2019. Sampai saat penulisan tugas akhir ini dibuat, Indonesia masih 

merasakan wabah pandemi di sektor perekonomian. Tidak sedikit masyarakat 

yang kehilangan pekerjaan bahkan banyak pula perusahaan yang pailit karena 

diberlakukannya batasan kegiatan atau lock down oleh pemerintah. Pandemi 

Covid-19 menjadi salah satu penyebab utama turunnya pendapatan pada 

hampir seluruh sektor perekonomian Indonesia. 

 Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis 

yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik 

(BPS) pada bulan Agustus 2020 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,3% dan berdasarkan Kementerian 

Ketenagakerjaan per 7 april 2020 tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di 

sektor formal memilih merumahkan dan melakukan PHK dengan total 

1.010.579 orang pekerja (Rizal, 2020). Meningkatnya jumlah pengangguran 

dan turunnya perekonomian apabila tidak segera diatasi akan memperburuk 

kondisi perekonomian negara. Berikut ini merupakan data tabel mengenai 

penerimaan pajak di Indonesia selama lima tahun terakhir : 
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Tabel 1.  1 Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun (2017-2020) 

(Miliaran Rupiah) 

Sumber 

Penerimaan 

Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

  Pajak Dalam Negeri 1 304 316,30 1 472 908,00 1 505 088,20 1 371 020,60 1 409 581,00 

Pajak Penghasilan 646 793,50 749 977,00 772 265,70 670 379,50 683 774,60 

PPN & PPnBM 480 724,60 537 267,90 531 577,30 507 516,20 518 545,20 

PBB 16 770,30 19 444,90 21 145,90 13 441,90 14 830,60 

BPHTB 1,20     

Cukai 153 288,10 159 588,60 172 421,90 172 197,20 180 000,00 

Pajak Lainnya 6 738,50 6 629,50 7 677,30 7 485,70 12 430,50 

  Pajak PI 39 213,60 45 881,80 41 053,70 33 486,90 34 960,50 

Bea Masuk 35 066,20 39 116,70 37 527,00 31 833,80 33 172,70 

Pajak Ekspor 4 147,40 6 765,10 3 526,70 1 653,20 1 787,90 

Total Penerimaan 1 343 529,80 1 518 789,80 1 546 141,90 1 404 507,50 1 444 541,60 

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2021 

 Dari data tabel 1.1 menggambarkan bahwa pada lima tahun terakhir 

penerimaan pajak penghasilan merupakan penerimaan pajak tertinggi 

dibandingkan dengan pajak yang lain dari dalam negeri atau pada pajak 

internasional. Pajak penghasilan yang diterima pemerintah pada tahun 2017 

sampai tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Penurunan 

penerimaan pajak di tahun 2020 terjadi serentak pada sumber pajak dalam 

negeri dan pajak internasional. Pajak penghasilan ikut menurun pada tahun 

2020 akibat diberlakukannya lock down. Digambarkan pada tahun 2019 

sampai dengan 2020 penurunan penerimaan pajak penghasilan, yaitu 

sebanyak Rp. 101.886,20 (miliaran rupiah). Wajib pajak yang mengalami 

penurunan pendapatan akan secara langsung mengurangi jumlah penerimaan 

pajak negara. Akan ada banyak perusahaan pailit dan banyak lagi karyawan 

yang di PHK jika penurunan pendapatan terus berlanjut.  

 Pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai macam tindakan 

guna mengembalikan perekonomian Indonesia. Salah satunya di bidang 

perpajakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak 

Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Peraturan Menteri 
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Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 memuat tentang 

pemberian insentif pajak berupa penanggungan pajak pada beberapa jenis 

pajak, anatar lain yaitu pajak penghasilan pasal 21, Insentif PPh Final PP-23, 

Insentif PPh Final Jasa Konstruksi, Insentif PPh Pasal 22 Impor, Insentif 

Angsuran PPh Pasal 25 dan Insentif PPN. 

 Karyawan sebagai pihak yang menerima atau memperoleh 

penghasilan dari pemberi kerja merupakan objek pajak penghasilan pasal 21 

dan masuk dalam jajaran pajak yang diberikan insentif pajak Covid-19. Pada 

penulisan Tugas Akhir ini, penulis akan memfokuskan pada pemberian 

Insentif Pajak Covid-19 untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan 

karena insentif Covid-19 tidak sepenuhnya diketahui oleh karyawan. 

Mengingat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh pemberi 

kerja (With holding System), pemberian hak dan kewajiban insentif kepada 

karyawan wajib dilaksanakan oleh pemberi kerja sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku, guna memastikan tidak adanya kecurangan pada 

pihak pemberi kerja saat memanfaatkan insentif pajak PPh Pasal 21. 

 Tujuan penulisan Tugas Akhir ini juga untuk mempelajari tentang 

peraturan baru yang muncul akibat Pandemi Covid-19 Disease. Mengamati 

langsung penerapan  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

9/PMK.03/2021 karena seharusnya sebuah insentif dapat mendorong 

keberlangsungan hidup suatu perusahaan dalam menghadapi situasi krisis 

seperti pada saat pandemi ataupun keadaaan mendesak lainnya dan insentif 

dapat menjadi pendorong ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang 

tertentu ataupun sebagai pengalihan biaya dan resiko. 

 Alasan memilih topik insentif pajak penghasilan yang diambil dari 

karyawan adalah untuk mengetahui bahwa insentif pajak dapat menjadi 

alasan karyawan tetap bekerja dan tidak diberhentikan dari pekerjaannya. 

Penurunan pendapatan perusahaan yang disebabkan oleh lock down akan 

mempengaruhi kondisi prusahaan khususnya pada pengelolaan keuangan dan 

sumberdaya manusia. Perusahaan akan melakukan pemberhentian kerja atau 

pengurangan gaji apabila kondisi keuangan tidak dapat tercukupi. Insentif 
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pajak penghasilan Covid-19 yang bertujuan untuk mengurangi beban dan 

resiko akan menjadi salah satu cara untuk mengatasi dan meminimalkan 

pemberhentian kerja karyawan serta penurunan gaji karyawan. 

 Sebagian besar wajib pajak di Indonesia cenderung menggunakan jasa 

konsultasi Kantor Konsultan Pajak atau Kantor Akuntan Publik untuk 

menjalankan kewajiban perpajakannya. Kantor Ping Astono Setiawan & 

Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang menjadi tempat 

penulis melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung karena 

memiliki bermacam-macam tipe klien dengan pengalaman selama lebih dari 

17 (tujuh belas) Tahun. Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax 

and Accounting Consultant Semarang memiliki klien yang bertambah dari 

tahun ke tahun, memiliki reputasi baik, dan dipercaya oleh klien dari seluruh 

indonesia khususnya jawa tengah. 

 Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting 

Consultant Semarang menjadi tempat penulis melakukan magang dan 

mengambil data penelitian Tugas Akhir ini secara langsung. Salah satu klien 

yang di tangani oleh Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax 

and Accounting Consultant Semarang dengan nama PT. XXXX akan menjadi 

bahan penelitian pada penulisan tugas akhir ini. PT.XXX yang bergerak di 

bidang properti akan menjadi objek penelitian pada tugas akhir ini karena 

memiliki karyawan yang di ikutkan dalam insentif pajak covid-19 dan 

merupakan salah satu perusahaan properti  terbesar yang bertempat 

kedudukan di jawa tengah. Dengan pengalaman hampir 20 tahun PT.XXXX 

memiliki ratusan karyawan kontrak ataupun karyawan tetap, hal ini akan 

sangat menarik untuk dilakukan penelitian terkait insentif pajak Covid-19 

untuk karyawan pada PT.XXXX. 

1.2 Ruang Lingkup 

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini dibatasi pada hal-hal berikut : 

1. perbedaan antara teori dan praktik Mekanisme Perhitungan, 

Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Insentif 

Pajak Covid-19 atas Gaji Karyawan Perusahaan PT.XXXX. 
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2. Prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Insentif Pajak 

Covid-19 atas Gaji Karyawan di Perusahaan pada PT.XXXX 

3. Ancaman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 

dengan Insentif Pajak Covid-19 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX 

4. Pengendalian internal atas ancaman dalam pelaksanaan pemungutan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Insentif Pajak Covid-19 atas Gaji 

Karyawan di Perusahaan PT.XXX 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

 Tujuan dan manfaat penulisan kegiatan praktik di Kantor Ping Astono 

Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang 

adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

 Pada kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) di Kantor Ping Astono 

Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang 

memberikan ilmu tentang perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak 

penghasilan Pasal 21 dengan Insentif Pajak Covid-19. Adapun tujuan dari 

Laporan Tugas Akhir ini adalah sebgai berikut :  

1. Untuk mengetahui perbedaan antara teori dan praktik Mekanisme 

Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Dengan Insentif Pajak Covid-19 atas Gaji Karyawan Perusahaan 

PT.XXXX.  

2. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 21 

dengan insentif pajak Covid-19 atas gaji karyawan di perusahaan pada 

PT.XXXX. 

3. Untuk mengetahui Ancaman dalam pelaksanaan prosedur pemungutan 

pajak penghasilan pasal 21 dengan insentif pajak Covid-19 atas gaji 

karyawan di perusahaan PT.XXXX. 

4. Untuk mengetahui pengendalian internal atas ancaman dalam 

pelaksanaan prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 21 dengan 

insentif pajak Covid-19 atas gaji karyawan di perusahaan pada 

PT.XXXX. 
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1.3.2 Manfaat Penulisan 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakuakan oleh penulis, manfaat yang 

dapat diperoleh dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain yaitu : 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran ilmiah dibidang perpajakan khususnya mengenai 

prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 21 dengan insentif pajak 

Covid-19 atas gaji karyawan di perusahaan pada Kantor PT.XXXX. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada PT.XXXX sebagai informasi tambahan dan perbaikan dalam 

melaksanakan Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Insentif Pajak Covid-19 atas Gaji 

Karyawan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

manfaat praktis kepada siapa saja yang menggunakan informasi dari hasil 

penelitian ini. 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

 Pada penulisan Laporan Tugas Akhir ini, menggunakan pengumpulan 

data dengan berbagai jenis kegiatan hingga diperoleh data yang akurat. 

Adapun pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Jenis-Jenis Data 

 Dalam Penyususnan tugas akhir ini pengambilan data dari kantor Ping 

Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant 

Semarang menggunakan beberapa jenis-jenis data sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

organisasi yang menerbikan (Dajan, 1986). Pada proses pengembalian 

data dari PT.XXXX melalui kantor Ping Astono Setiawan & Adrian 

Priyanto Tax and Accounting Consutant Semarang dilakukan melalui 

wawancara dengan staff dan pemilik konsultan. 
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2. Data Sekunder 

Data ini diterbitkan oleh organisasi yang bukan merupakan 

pengolahannya (Dajan, 1986). Data ini diperoleh melalui penggambaran 

perusahaan, seperti sejarah, visi dan misi, dasar pembentukan, tugas dan 

fungsi, penjabaran tugas, dan struktur organisasi PT.XXXX melalui 

Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting 

Consutant Semarang. 

1.4.2 Metode Penulisan data 

Terdapat tiga metode pengumpulan data, yaitu : 

1. Wawancara 

Metode wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 

(Keraf, 2001). Pada metode ini dilakukan wawancara pada sataff senior 

Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting 

Consutant Semarang. 

2. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan 

diteliti (Keraf, 2001). Metode ini dilakukan dengan cara melakukan 

peninjauan langsung dan pengamatan langsung tentang cara kerja 

karyawan PT.XXXX melalui Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian 

Priyanto Tax and Accounting Consutant Semarang. 

3. Studi Pustaka 

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang 

berhubungan dengan kegiatan penelitian yang digunakan sebagai 

kerangka teori dan perbandingan di laporan (Keraf, 2001). 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan 

dalam Tugas Akhir, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. 

Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup 

Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode 

Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Bab ini berisi tentang Sejarah Kantor PT.XXXX, Lokasi, Visi, 

Misi, dan Moto PT.XXXX serta Struktur Organisasi dan Jasa 

yang diberikan. 

BAB III : PEMBAHASAN  

  Bab ini berisi tentang Definisi Pajak, Fungsi Pajak, Asas 

Pemungutan Pajak, Syarat Pemungutan Pajak, Pembagian 

Hukum Pajak, Jenis-jenis Pajak, Stelsel Pajak, Sistem 

Pemungutan Pajak, Timbulnya Utang Pajak, Berakhirnya Utang 

Pajak, Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21, Dasar Hukum 

Pajak Penghasilan, Subjek Pajak Penghasilan, Objek Pajak 

Penghasilan, Tarif dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, Pihak 

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, Penghasilan Dipotong 

Pajak Penghasilan Pasal 21, Penghasilan Tidak Dipotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21, Suat Pemberitahuan Pajak, Surat Setoran 

Pajak, Sarana, Batas dan Waktu Penyetoran Pajak, Pengertian 

Insentif Pajak, Bentuk Insentif Pajak, Klasifikasi Insentif Pajak, 

Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan 

Insentif Pajak Covid-19 Atas Gaji Karyawan Perusahaan Pt. 

XXXX (Studi Kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto 

Tax and Accounting Consultant), Contoh Perhitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Dengan Insentif Pajak Covid-19 Atas Gaji 

Karyawan Perusahaan Pt. XXXX (Studi Kasus Ping Astono 
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Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant), 

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Insentif Pajak 

Covid-19 Atas Karyawan di PT.XXXX (Studu kasus Ping 

Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting 

Consultant), Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 

21 Atas Karyawan Pada Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian 

Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang. 

BAB IV : PENUTUP 

  Bab ini merupakan akhir dari penulisan Laporan Tugas Akhir 

yang berisikan Rangkuman dan Kesimpulan yang duraikan pada 

Bab III. 
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BAB 2 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai sejarah PT.XXXX 

Semarang, lokasi perusahaan, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, dan tugas 

pokok karyawan serta jasa yang disediakan. Berdasarkan hal tersebut, maka 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

2.1 Sejarah Berdirinya Kantor PT.XXXX 

 PT.XXXX merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti 

yang mulai beroperasi sejak tahun 2009. PT.XXXX memulai usahanya 

dengan berkerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya customer, 

PT.XXXX mulai membuat anak perusahaan agar dapat memberikan jasa 

properti yang bermacam-macam dan dapat memenuhi keinginan customer.  

 PT.XXXX selama 20 tahun berdiri telah mengerjakan berbagai 

macam properti milik ratusan customer yang berasal dari seluruh wilayah di 

Indonesia khususnya di jawa tengah. PT.XXXX merupakan perusahaan yang 

sudah memiliki reputasi yang baik di kalangan bisnis properti, terbukti dari 

hasil pekerjaan PT.XXXX yang selalu diberikan komentar positif oleh 

masyarakat dan partner bisnis PT.XXXX sendiri. PT.XXXX juga merupakan 

perusahaan yang sudah terdaftar pada bursa saham, sehingga siapa saja dapat 

membeli kepemilikan perusahaan melalui saham.  

 PT.XXXX menyediakan jasa yang dikhususkan pada konstruksi 

profesional bangunan perumahan dan komersial. Pembangunan yang 

dilakukan antara lain adalah untuk rumah, ruko, gudang, dan pabrik. 

PT.XXXX merupakan perusahaan properti yang terpercaya dan selalu 

melaksanakan kegiatan meraka susuai waktu dan anggaran perjanjian yang 

selalu di buat pada awal bisnis dimulai. 
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2.2 Lokasi Kantor PT.XXXX 

 Kantor PT.XXXX sampai dengan sekarang telah berpindah kantor 

sebanyak tiga kali. Kantor pertamanya berada di Jawa Tengan bagian bawah, 

kemudian lokasi PT.XXXX yang terakhir berpindah di Jawa Tengah bagian 

atas. Kantor PT.XXXX juga dapat di kunjungi melalui website yang sudah 

dapat di akses melalui internet.  

 PT.XXXX memiliki lokasi kantor yang sangat strategis, sehingga 

dapat dengan  mudah ditemukan. PT.XXXX juga memiliki banyak anak 

cabang perusahaan yang berlokasi di area jawa tengah agar dapat dengan 

mudah dijangkau oleh siapapun yang ingin melakukan pembangunan properti 

2.3 Visi, Misi dan Tujuan Kantor PT.XXXX 

 PT.XXXX merupakan salah satu kantor bisnis properti terbesar di 

jawa tengah yang mempunyai Visi dan Misi dalam menjalankaan kegiatan 

usaha penyediaan jasa properti. Adapun visi dan misi PT.XXXX adalah 

sebagai berikut : 

2.3.1 Visi 

Visi dari Kantor PT.XXXX adalah sebagai berikut : 

“Menjadi pengembang properti residensial dan komersial terpercaya di 

dunia”. 

 Pembangunan dan pengembangan properti akan selalu meningkat dan 

cenderung mengalami perbaikan dalam pelaksanaannya. PT.XXXX sebagai 

salah satu perusahaan yang bergerak di bidang properti akan terus 

berkembang dan tumbuh menjadi bagian dalam pengembangan properti yang 

terbaik dan terpercaya di indonesia dan bahkan di dunia.  
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2.3.2 Misi 

 Untuk mewujudkan visi yang sudah tertera, maka PT.XXXX 

mewujudkanya dengan misi, diantaranya adalah sebgai berikut : 

1. Membangun gedung yang berkualitas tinggi dan terjamin 

ketahanannya. 

2. Membangun gedung yang ramah lingkungan dan aman. 

3. Melaksanakan pembangunan dengan harga yang terjangkau dangan 

kualitas terbaik. 

4. Menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan bagi karyawan, mitra, 

pemegang saham, komunitas, negara, dan dunia. 

 Misi di atas menjelaksan keinginan untuk membantu melaksanakan 

tujuan perusahaan serta para customer dan pemangku kepentian lainnya, 

dengan memberikan jasa properti terbaik. PT.XXXX berkeinginan menjadi 

mitra kerja dari seluruh elemen bisnis serta dapat ikut serta membantu proses 

perkembang properti residensial dan komersial terpercaya di dunia. 

2.3.3 Moto 

  PT.XXXX dalam menjalankan bisnisnya memegang moto kerja guna 

meningkatkan semangat dalam mencapai tujuan, sebagai berikut : 

“jadilah benar, jadilah mulia, jadilah murni, jadilah indah, jadilah luar biasa”. 

 

 Pada moto PT.XXXX terdapat keinginan untuk selalu menjadi 

perusahaan yang jujur, terpercaya, transparan terhadap siapapun, 

menghasilakan pekerjaan yang disukai kalayak ramai, dan berusaha selalu 

menjadi yang terbaik. 

2.4 Struktur Organisasi Kantor PT.XXXX 

 Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk 

mendefinisikan suatu hirarki dalam suatu organisasi. Struktur organisasi juga 
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menentukan bagaimana informasi mengalir antara level dalam perusahaan. 

Berikut ini adalah bentuk struktur organisasi dari Kantor PT.XXXX : 

 

  

Sumber : Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting 

Consultant Semarang.Tahun 2021 

 

 Struktur Organisasi PT.XXXX disusun sesuai dengan fungsi 

menggunakan jenis garis atau lini. Struktur organisasi garis atau lini 

melimpahkan wewenang langsung secara vertical dan sepenuhnya dari 

pemimpinan terhadap bawahannya. Lingkungan kerja PT.XXXX sudah 

memiliki tingkatan dan tugas masing-masing. Dewan komisaris sebagai 

pemangku jabatan tertinggi yang bekerja sama dengan direksi akan 

menjalankan kegiatan perusahaan dengan memeberikan perintah untuk 

dilaksanakan oleh divisi dibawahnya serta dibantu oleh tenaga ahli.  

Gambar 2.  1 Struktur Organisasi PT.XXXX 
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2.4.1 Uraian Jabatan 

 Dalam setiap bagian dalam susunan organiasi memiliki tugasnya 

masing-masing agar terdapat kejelasan dalam jalur hubungan. PT.XXXX 

dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, setiap anggota dalam organisasi 

harus terlihat jelas sehingga proses pekerjaan lebih efisien dan saling 

memberikan keuntungan. Berikut adalah tugas dari setiap bagian struktur 

organiasi: 

1. Komisaris 

Tugas dan wewenang komisaris antara lain : 

1) Mengawasi jalannya perusahaan secara berkala dan mempunyai 

kewajiban untuk mengevaluasi tentang hasil yang diperoleh 

perusahaan. 

2) Menentukan siapa yang menjadi direktur. 

3) Menyetujui rencana perusahaan yang akan di ajukan oleh 

pimpinan perusahaan. 

4) Memberikan masukan-masukan yang berguna bagi perusahaan. 

5) Bertanggung jawab jika terjadi kerugian akibat kelalaiannya. 

 Komisaris dalam menjalankan tugasnya akan memposisikan diri 

sebagai pusat dari segala hasil pekerjaan direksi dan divisi dibawahnya. 

Komisaris akan memeberikan arahan dan mengawasi direktur untuk 

setiap pekerjaan yang akan di kerjakan oleh setiap divisi dibawahnya.  

2. Direktur & Direktur Utama 

Tugas dan wewenang diraktur utama antara lain : 

1) Implementasi dan Mengorganisir Visi dan Misi Perusahaan 

2) Menyusun Strategi Bisnis untuk Perusahaan 

3) Melakukan Evaluasi Perusahaan 

4) Melakukan Rapat Rutin 

5) Menunjuk Orang yang Mampu Memimpin 

6) Mengawasi Situasi Bisnis 

 Bertugas memimpin perusahaan dan menentukan kebijaksanaan 

perusahaan secara umum, serta bertanggung jawab baik keluar maupun 

kedalam atas jalannya perusahaan. 



15 

 

3. Tenaga Ahli 

Tugas dan wewenang tenaga ahli antara lain : 

1) Memberikan saran dan masukan untuk perusahaan. 

2) Menerima konsultasi dari komisaris dan direktur. 

3) Membantu mencapai tujuan perusahaan. 

 Memberikan masukan dan saran atas apa yang diminta oleh komisaris 

dan direktur agar proses pengambilan keputusan dapat dimaksimalkan 

oleh bantuan para ahli. 

4. Divisi Keuangan dan administrasi 

Tugas dan wewenang tenaga ahli antara lain : 

1) Menyusun perencanaan keuangan seperti perencanaan 

peminjaman, pemasukan, pengeluaran hingga pembiayaan. 

2) Membuat laporan keuangan harian, mingguan, bulanan dan 

tahunan yang kemudian dilaporkan ke atasan. 

3) Melakukan pengelolaan uang kas perusahaan mulai dari 

menyimpan di bank, menentukan setoran, melakukan pencatatan 

transaksi dll. 

4) Bersama-sama karyawan lain dan atasan untuk menentukan 

kebijakan administrasi keuangan. 

5) Membuat, memeriksa dan mengarsip faktur, nota supplier, 

laporan AP/AR untuk memastikan status hutang/piutang. 

6) Mencatat penerimaan pembayaran dari pelanggan. 

7) Mengelola semua pembayaran tagihan agar pembayaran tepat 

waktu, termasuk pembayaran terhadap supplier. 

8) Melakukan pengarsipan dokumen transaksi guna menjaga 

ketertiban administrasi dan memudahkan nanti jika sewaktu-

waktu dibutuhkan. 

9) Melakukan analisis keuangan dan pelaporan kepada organisasi. 

10) Membantu mengelola aktivitas hutang dan piutang perusahaan. 

 Divisi administrasi dan keuangan memiliki tugas untuk mengurus 

segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan administrasi 
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perusahaan. Divisi ini memiliki tim yang nantinya akan membagi 

beberapa tugas agar dapat dikerjakan secara optimal. 

5. Divisi pelaksana program 

Tugas dan wewenang pelaksana program antara lain : 

1) Mengatur Staf Bawahan 

2) Mampu Menerangkan Deskripsi Pekerjaan Dengan Baik 

3) Melakukan Briefing atau Pengarahan Ke Staf Bawahan 

4) Mengontrol dan Memberikan Evaluasi 

5) Memberikan Motivasi 

 Tugas dari pelaksana adalah merencanakan tugas untuk dilaksanakan 

serta mampu mengondisikan bahwa tugas yang diberikan berjalan 

dengan lancar. Memastikan staff yang berada dibawah pimpinannya 

memahami tugas yang akan dikerjakan dengan arahan yfungsi  

6. Divisi perencanaan dan marketing 

Tugas dan wewenang perencana dan marketing antara lain : 

1) Analisis Pasar 

2) Segmentasi Pasar 

3) Menetapkan pasar sasaran 

4) Penempatan pasar 

5) Perencanaan Pemasaran 

 Divisi perencanaan dan pemasaran bertugas mengukur dan 

menganalisis strategis proses pemasaran suatu perusahaan maupun 

organisasi. Manajemen pemasaran bertugas sangat penting dalam 

perusahaan atau organisasi karena dengan adanya manajemen 

pemasaran perusahaan bisa meraih target pasar yang diinginkan dan 

mendapat lebih banyak konsumen. 
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2.5 Jasa yang diberikan PT.XXXX 

 PT.XXXX menjalankan praktik bisnis properti memberikan jasa 

antara lain sebagai berikut : 

1. Pembangunan gedung berkualitas tinggi 

2. Pembangunan Pabrik 

3. Pembangunan Kantor 

4. Pembangunan Ruko 

5. Pembangunan Perumahan 

 PT.XXXX mengkhususkan diri pada konstruksi profesional bangunan 

perumahan dan komersial, dengan membangunan rumah, gedung, ruko, dan 

pabrik yang berkualitas tinggi,. ramah lingkungan, aman dengan harga yang 

terjangkau. 
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BAB 3 

PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini akan memaparkan mengenai pembahasan pada Tugas 

Akhir yang berisi tentang landasan teori penulisan dan tinjauan praktik 

Mekanisme Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 

21 Dengan Insentif Pajak Covid-19 atas Gaji Karyawan Perusahaan PT. 

XXXX (Studi Kasus Ping Astono Setiawan dan Adrian Priyanto Tax & 

Accounting Consultant Semarang).  

3.1 Tinjauan Teori 

 Berikut ini merupakan tinjauan teori yang akan dipaparkan dalam bab 

pembahasan yang berkaitan dengan judul Tugas Akhir, antara lain sebagai 

berikut :  

3.1.1 Definisi Pajak 

 Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pajak yang di antaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Definisi Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

2. Definisi pajak menurut Prof Dr. rochmad Soemitro, S.H adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum (Resmi, 2019). Kemudian definisi pajak 

disempurnakan menjadi peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada 

kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya 
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digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk 

membiayai public investment. 

3. Definisi pajak menurut S.I Djajadiningrat adalah suatu kewajiban 

menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan 

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan 

tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang 

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 

timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara  

kesejahteraan secara umum (Resmi, 2019). 

4. Definisi pajak menurut Dr. N. J. Feldman adalah prestasi yang 

dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusasa (menurut 

norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya 

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup 

pengluaran-pengluaran umum (Resmi, 2019). 

3.1.2 Fungsi pajak 

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak 

terlepas dari tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuan 

pemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakrar pada 

tujuan masyarakat. Tujuan masayarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa 

dan negara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan 

dan fungsi negara yang mendasarinya. Menurut (Resmi, 2014) Pajak 

mempunyai dua fungsi yaitu : 

1. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah 

satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran 

baik rutin maupun pembangunan. Sebagai seumber keuangan negara, 

pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk 

kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi 

maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan 

peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
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Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dal lain-lain. 

2. Fungsi regularend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang 

sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar 

bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi 

pengatur adalah : 

1) Pajak yang dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat 

transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang 

maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut 

makin mahal harganya. 

2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, 

dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi 

memberikan kontribusi yang tinggi sehingga terjadi 

pemerataan pendapatan. 

3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para 

pengusaha terdorong mengekspor hasil produkdsinya di pasar 

dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara. 

4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil 

industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri 

baja, dan lain-lain., dimaksudkan agar terdapat penekanan 

produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu 

lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan). 

5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, 

dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di 

Indonesia. 

6) Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik 

investor asing agar menanamkan modalnya di Insonesia. 
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3.1.3 Asas Pemungutan Pajak 

 Pajak memiliki peran yang amat penting bagi keberlangsungan 

sebuah negara. Salah satu perannya adalah sebagai sumber biaya 

pembangunan. Agar aktivitas perpajakan dapat berjalan dengan lancar, 

pemerintah pun menyediakan payung hukum dan asas pemungutan pajak. 

Asas perpajakan sendiri merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh 

pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Di 

Indonesia terdapat beberapa asas pemungutan pajak sebagai berikut (Resmi, 

2019) : 

1. Asas Domisili 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di 

wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar 

negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di 

wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas 

seluruh  penghasilan yang diperolehnya, baik dari indonesia maupun 

luar indonesia. 

2. Asas Sumber 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan 

tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh 

penghasilan dari indonesia dikenakan pajak penghasilan yang 

diperolehnya. 

3. Asas Kebangsaan 

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan negara. Misalnya, pajak bangsa asing di indonesia 

dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan 

indonesia, tetapi bertempat tinggal di indonesia. 
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3.1.4 Syarat Pemungut Pajak 

 Pemungut pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan 

maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 

2011) : 

1. Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan) 

Dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil dalam perundang-undangan di 

antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil 

dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib 

Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran 

dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 

2. Pemungut pajak harus berdasar Undang-undang (syarat yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi negara 

maupun warganya. 

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5. Sistem pemungutan pajak yang harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 
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3.1.5 Pembagian Hukum Pajak 

Hukum pajak dibedakan menjadi dua , yaitu (Resmi, 2019) : 

1. Hukum Pajak Materiil 

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan 

keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yag harus dikenakan pajak 

siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan 

kata lain, hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, 

besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungannya hukum 

antara pemerintah dan wajib pajak. Hal-hal yang termasuk dalam 

hukum materiil antara lain peraturan yang memuat kenaikan, denda, 

sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, 

serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. 

Contohnya : Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang 

Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Hukum Pajak Formil 

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai 

berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu 

kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan 

mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah 

terhadap penyelenggaranya, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum 

dan sesudah menerima suatu ketetapan pajak), kewajiban pihak 

ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil 

dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi 

jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat 

mungkin.Hubungan antara fiskus dan wajib pajak tidak selalu sama 

karena kompetensi aparatur fiskus yang terkadang ditembah atau 

dikurangi. Sebagai contoh, mula mula tidak terdapat peraturan yang 

melindungi wajib pajak, tetapi yang bersifat melawannya. Namun, 

lama-kelamaan ada perbaikan terkait adanya hak-hak wajib pajak 

yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus. 

Misalnya, Udang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
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Perpajakan, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, 

dan Undang-Undang Peradilan Pajak. 

3.1.6 Jenis-jenis Pajak 

 Terdapat berbagai jenis pajak menurut (Resmi, 2019) dikelompokan 

menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan 

menurut lembaga pemungutnya. 

1. Menurut Golongan 

Pajak dikelompokan menjadi dua : 

1) Pajak Langsung 

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada 

orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban yang 

bersangkutan. 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau 

ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh 

penghasilan tersebut. 

2) Pajak Tidak Langsung 

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan 

kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung 

terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan 

yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi 

penyerahan brang atau jasa. 

Contoh : Pajak Pertambahan nilai. PPN terjadi karena terdapat 

pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini 

dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, 

tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara 

eksplisit maupun implisit (dimasukan dalam harga jual barang 

atau jasa). 

 

 Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung 

atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara 



25 

 

melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan 

perpajakannya. Berikut ini ketiga unsur tersebut : 

1) Penanggung Pajak adalah orang yang secara formal yuridis 

diharuskan melunasi pajak. 

2) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul 

terlebih dahulu beban pajaknya. 

3) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang 

harus dibebani pajak. 

 

 Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya 

disebut pajak langsung, jika ketiga unsur tersebut terpisah atau 

terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut pajak tidak 

langsung. 

 

2. Menurut Sifat 

Pajak dapat dikelompokan menjadi dua. Berikut penjelasannya : 

1) Pajak Subjektif 

Pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan pribadi 

wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperlihatkan 

keadaan subjeknya. 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek 

Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk 

orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib 

pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan 

lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya 

digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan kena 

pajak. 

2) Pajak Objektif 

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik 

berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 
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memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) 

dan tempat tinggal. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM), Serta Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB). 

 

3. Menurut Lembaga Pemungut 

Pajak dikelompokan menjadi dua, berikut penjelasannya : 

1) Pajak Negara (Pajak Pusat) 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : 

PPh, PPN, PPnBM. 

2) Pajak Daerah 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah 

tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 

kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah 

tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Contoh :  

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor, serta pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air 

Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak 

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
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3.1.7 Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, berikut ini 

penjelasannya (Resmi, 2019) : 

1. Stelsel Nyata (Riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak 

didasarkan pada objek yang sesunggunya terjadi (untuk PPh, 

objeknya adalah peghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya 

baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua 

penghasilan yang sesunguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. 

Contohnya : Pajak Penghasilan pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 

ayat (2), dan Pasal 26. 

2. Stelsel Anggapan (fiktif) 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak penghasilan suatu 

tahun anggapan yang diatur oleh undang-undang.  

3. Stelsel Campuran 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada 

kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, 

besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada 

akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang 

sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan 

sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, 

wajib pajak harus membayar kekurangan  tersebut (PPh Pasal 29). 

Sebaliknya, jika besarnya pajak yang sesungguhnya lebih kecil 

daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan pajak tersebut 

dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada 

tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak 

yang lain (PPh Pasal 28 (a)). 
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3.1.8 Sistem Pemungutan Pajak 

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu (Resmi, 

2019) : 

1. Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur 

perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang 

setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan 

memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur 

perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan 

pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan 

(peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).  

2. Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak 

dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung 

dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib 

Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-

undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang 

tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh 

karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk : 

1) Menghitung sendiri pajak yang terutang. 

2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang. 

3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. 

4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;dan 

5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. 

3. With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakn yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai 
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peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan 

peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, 

dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang 

tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pamungutan pajak 

banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peran dominan 

ada pada pihak ketiga. 

3.1.9 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 

 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang 

dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dalam Negeri. (Resmi,2014) 

3.1.10 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

 Dasar hukum merupakan kepastian hukum yang sangat menunjang 

dalam pelunasan PPh Pasal 21 bagi wajib pajak. Ada pun dasar hukum 

pemotong PPh Pasal 21 adalah: 

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, tentang 

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 

Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang 

Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. 

3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan 

Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak 

Penghasilan 

3.1.11 Subjek Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak penghasilan 

(Mardiasmo, 2011) adalah : 
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1. Orang Pribadi; 

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 

yang berhak; 

3. Badan; 

Terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama 

dan bentuk apapun firma, koperasi dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial pilitik, atau 

organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya. 

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT); 

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi : 

1. Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) yang terdiri dari : 

1) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu : 

i. Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 

(dua belas) bulan, atau 

ii. Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di 

Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di 

Indonesia. 

2) Subjek Pajak Badan, yaitu : 

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

3) Subjek Pajak Warisan, yaitu : 

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, 

menggantikan yang berhak. 

2. Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang terdiri dari : 

1) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu : 

Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang: 

i. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui 

bentuk usaha tetap di Indonesia . 
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ii. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari 

Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di 

Indonesia. 

2) Subjek Pajak Badan, yaitu : 

i. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui 

bentuk usaha tetap di Indonesia 

ii. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari 

Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di 

Indonesia. 

3.1.12  Objek Pajak Penghasilan 

 Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah 

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun 

(Mardiasmo, 2011). Penghasilan yang menjadi objek pajak meliputi: 

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima, atau diperoleh termasuk gaji, upah honorarium, komisi, 

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya; 

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

3. Laba usaha; 

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; 

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 

sebagai biaya; 

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan 

pengembalian utang; 

7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi; 

8. Royalti; 
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9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

11. Keuntungan karena pembebasan utang; 

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

14. Premi asuransi; 

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya 

yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas; 

16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak. 

Penghasilan tersebut dapat dikelompokan menjadi : 

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan 

bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, 

notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. 

2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan. 

3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, 

dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak 

digunakan, dan sebagainya. 

4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat 

diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan 

di atas, seperti: 

1) Keuntungan karena pembebasan utang; 

2) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 

3) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

4) Hadiah undian. 

 Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN), yang menjadi Objek Pajak 

adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), yang menjadi 

Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. 
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3.1.13 Tarif dan Penghasilan Tidak Kena Pajak 

 Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh 21 pada dasarnya dibedakan 

menjadi 2, yaitu tarif PPh 21 untuk penerima penghasilan (wajib pajak) yang 

memiliki NPWP dan penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak memiliki 

NPWP. 

Tarif PPh Pasal 21 sebagai berikut : 

1. Tarif Pajak PPh Pasal 21 dengan NPWP 

Tabel 3.  1 

Tarif Pajak PPh 21 dengan NPWP 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak 

(Rupiah) 
Tarif 

0 sampai dengan 50.000.000 5% 

Diatas 50.000.000 – 250.000.000 15% 

Diatas 250.000.000 – 500.000.000 25% 

Diatas 500.000.000 30% 

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 

 

2. Tarif Pajak PPh Pasal 21 tanpa NPWP 

 Bagi penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak punya 

NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif yang 

diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Berikut ini 

rincian tarifnya: 

1) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 

120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong 

dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.  

2) Ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21 

yang bersifat tidak final. 

3) Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala 

sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 
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21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk 

memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan 

paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa 

Pajak Desember, selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih 

tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya 

setelah memiliki NPWP. 

Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terbaru : 

1. Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi = Rp. 54.000.000,- 

2. Tambahan untuk Waib Pajak Kawin = Rp. 4.500.000,- 

3. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan 

penghasilan suami = Rp. 54.000.000,- 

4. Tambahan untuk setiap tanggungan = Rp. 4.500.000,- 

Atau jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan status 

perkawinan adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.  2 

Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak 

Status Pekerja PTKP 

Belum Kawin (TK/0) Rp. 54.000.000  

Kawin, anak 0 (K/0) Rp. 58.500.000 

Kawin, anak 1 (K/1) Rp. 63.000.000 

Kawin, anak 2 (K/2) Rp. 67.500.000 

Kawin, anak 3 (K/3) Rp. 72.000.000 

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK/2016 

3.1.14 Pihak Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 

 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Wajib Pajak 

Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang 

mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal (PPh) Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan. 

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal (PPh) Pasal 21 meliputi : 
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1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk 

usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau 

unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan 

dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan 

pegawai. 

2. Bendaharawan pemerintah temasuk bendaharawan pada Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, 

Lembaga – lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik 

Indonesia diluar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan 

dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan. 

3. Dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang 

membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari 

Tua (THT). 

4. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap yang membayar 

honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 

dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status 

Wajib Pajak Dalam Negeri yang melakukan pekerjaan bebas. 

5. Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, 

pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitian, 

asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam 

segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan 

dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh 

Orang Pribadi. 

6. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan 

honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan 

dan pemagangan. 
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3.1.15 Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 

 Menurut PER-16/PJ/2016 penghasilan yang dipotong Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah : 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa 

Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur. 

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara 

teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. 

3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan 

hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang 

pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai 

berhenti bekerja. 

4. Penghasilan Pegawai Tidak tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa 

upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah 

yang dibayarkan secara bulanan.  

5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, 

komisi, fee dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk 

apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan 

Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan 

dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan 

nama apapun.  

6. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak 

teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau 

dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada 

perusahaan yang sama. 

7. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau 

imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh 

mantan pegawai atau  

8. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program 

pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun 

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 
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3.1.16 Penghasilan yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 

 Menurut PER-16/PJ/2016 Tidak termasuk dalam pengertian 

penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah : 

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi 

jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; 

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk 

apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali 

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); 

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan 

hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara 

tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga 

kerja yang dibayar oleh pemberi kerja; 

4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau 

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, 

atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama 

yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang 

berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh 

Pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang 

bersangkutan; 

5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l 

Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
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3.1.17  Surat Pemberitahuan Pajak 

 Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek 

Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut 

peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2007). 

 Wajib Pajak akan melaporkan pajak-pajak yang dibayar dan/atau 

dipotong/dipungut dengan mengisi dan menyampaikan SPT ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) atau KP4 tempat Wajib Pajak terdaftar. SPT memiliki 

beberapa fungsi, antara lain : 

1. Sebagai sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang 

sebenarnya terutang 

2. Sebagai pelaporan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang 

dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme 

pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga 

3. Sebagai pelaporan harta dan kewajiban serta pembayaran dari 

pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak 

yang telah dilakukan. 

SPT dapat dibedakan menjadi : 

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan 

atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa terdiri atas : 

1) SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26; 

2) SPT Masa PPh Pasal 22; 

3) SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26; 

4) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2); 

5) SPT Masa PPh Pasal 15; 

6) SPT Masa PPN dan PPnBM; 

7) SPT Masa PPN dan PPnBM bagi pemungut. 

2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. 

SPT Tahunan terdiri atas : 
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1) SPT Tahunan Wajib Pajak Badan (1771); 

2) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan 

menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan 

mata uang dolar Amerika Serikat (1771 $); 

3) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang mengajukan 

permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT 

Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771 Y); 

4) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (1770); 

5) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu 

penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 

(1770 Y); 

6) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak 

melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas (1770 S); 

7) SPT Tahunan PPh Pasal 21 (1721). 

Wajib Pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT 

adalah: 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan nettonya tidak melebihi 

jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).  

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau 

melakukan pekerjaan bebas. 

3.1.18 Surat Setoran Pajak 

 Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 

dengan menggunakan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran 

yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sesuai ketentuan baru yang mana 

menjelaskan bahwa pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP) dapat dilakukan 

dengan menggunakan e-Billing. 
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3.1.19 Sarana, Batas dan Waktu Penyetoran Pajak 

 Sarana Wajib Pajak dalam membayar dan meyetor pajak harus 

dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana 

administras lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) 

dimaksudkan sebagai surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk pembayaran 

atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara dilakukan di kantor pos 

maupun Bank persepsi atau sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah 

disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau 

telah mendapatkan validasi sebagai tanda sahnya SSP atau sarana 

administrasi lain yaitu telah divalidasi dengan Nomer Transaksi Penerimaan 

Negara (NTPN). 

3.1.20 Pengertian Insentif Pajak 

 Insesntif pajak di dalam peraturan perpajakan indonesia diartikan 

sebagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan. 

Berikut beberapa pengertian insentif pajak menurut para ahli : 

1. Pengertian Insentif Pajak menurut Black Law Dictionary 

Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam 

suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk 

kegiatan yang berkualitas (Garner, 2004). 

2. Pengertian Insentif Pajak menurut Winardi 

Pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan 

pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah 

saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan 

ekonomi, dalam bidang tertentu (Winardi, 2011). 

3. Pengertian Insentif Pajak menurut United Nations Conference on 

Trade and Development (UNCTAD) 

Menurut UNTAD (2000) Insentif Investasi Asing Langsung dapat 

didefinisikan sebagai setiap keuntungan terukur diberikan kepada 

perusahaan tertentu atau kategori perusahaan dengan (atau arah) 

Pemerintah, dalam rangka mendorong mereka untuk berperilaku 

dengan cara tertentu. Mereka termasuk langkah-langkah khusus 
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dirancang baik untuk meningkatkan tingkat pengembalian dari suatu 

usaha FDI tertentu, atau untuk mengurangi (atau mendistribusikan) 

biaya atau risiko). 

Dari ketiga teori tersebut dapat ditemukan kesamaan yaitu insentif pajak 

merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kepada investor agar tertarik untuk 

menanamkan modalnya disuatu negara. Dari definisi tersebut juga dapat 

disimpulkan bahwa insentif pajak merupakan alat yang dapat digunakan oleh 

pemerintah untuk mempengaruhi perilaku investor dalam menentukan 

kegiatan bisnisnya. 

3.1.21 Bemtuk Insentif Pajak 

Menurut Spitz sebagaimana dikutip Erly Suandy, umumnya terdapat empat 

macam bentuk insentif pajak, yaitu : 

1. Pengecualian dari pengenaan pajak 

2. Pengurangan dasar pengenaan pajak 

3. Pengurangan tarif pajak 

4. Penangguhan pajak 

 Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak 

merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini 

memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka 

waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun diperlukan kehati-

hatian dalam mempertimbangkan pemberian insentif ini. Hal yang perlu 

diperhatikan adalah sampai berapa lama pembebasan pajak ini diberikan dan 

sampai berapa lama investasi dapat memberikan hasil. Contoh dari jenis 

insentif ini adalah tax holiday atau tax exemption. 

 Jenis insentif yang kedua berupa pengurangan dasar pengenaan pajak. 

Jenis insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya 

yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Pada umumnya biaya 

yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang 

seharusnya. Jenis insentif ini misalnya dapat ditemui dalam bentuk double 

deduction, investment allowances, dan loss carry forwards. 
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 Jenis insentif yang ketiga adalah pengurangan tarif pajak. Insentif ini 

yaitu berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif 

khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling sering ditemui dalam 

pajak penghasilan. Misalnya pengurangan tarif corporate income tax atau tarif 

witholding tax. 

 Jenis insentif yang terakhir menurut Spitz adalah penangguhan pajak. 

Jenis insentif ini pada umumnya diberikan kepada wajib pajak sehingga 

pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu 

tertentu. 

3.1.22 Klasifikasi Insentif Pajak 

 Menurut UNCTAD dalam bukunya Tax Incentives and Foreign 

Direct Investment, a Global Survey,  disebutkan  Classification of Tax 

Incentives (klasifikasi/penggolongan insentif pajak), yaitu sebagai berikut : 

1.  Pembebasan Pajak. Di bawah pembebasan pajak, dikualifikasi 

“perusahaan yang baru didirikan” dibebaskan dari kewajiban 

membayar pajak penghasilan badan untuk jangka waktu tertentu 

(misalnya lima tahun). 

2. Tunjangan investasi. Pengurangan dari penghasilan kena pajak 

didasarkan pada beberapa persentase investasi baru atau depresiasi. 
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3.1.23 Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, 

penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak 

penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan orang 

pribadi pasal 22, 23, 24, dan 25 adalah sebagai berikut : 

1. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan penerima 

penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke 

Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Pegawai, penerima pensiun berkala, serta Bukan Pegawai 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib 

membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga 

pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak 

dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib 

menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 

26 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun. 

3. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, maka pegawai, 

penerima pensiun berkala, dan Bukan Pegawai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat 

pernyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 

dan/atau PPh Pasal 26 paling lama sebelum mulai tahun kalender 

berikutnya. 

4. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, 

memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh 

Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. 

5. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib membuat catatan 

atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 

untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar 

pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk 

setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja 

perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

6. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh 

Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap bulan kalender 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku, dalam hal jumlah 

pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil. 

7. Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas 

PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang oleh pemotong PPh 

Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, kelebihan penyetoran tersebut dapat 

diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang 

terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa 

PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. 

8. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan 

bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 

1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir. 

9. Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, 

bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan 

berhenti bekerja. 

10. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan 

bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain 

Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 setiap kali 

melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. 

11. Dalam hal dalam 1 (satu) bulan kalender, kepada satu penerima 

penghasilan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pembayaran 

penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat sekali untuk 1 (satu) 

bulan kalender. 

12. Bentuk formulir pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 

ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersendiri. 

13. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong 

PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak wajib 

disetor ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri 

Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. 
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14. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib melaporkan 

pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 

untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat 

Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ke Kantor 

Pelayanan Pajak tempat Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 

26 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak 

berakhir. 

15. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh 

Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas waktu 

pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau 

hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau 

PPh Pasal 26 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

16. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi 

penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak 

yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final. 

17. Jumlah pemotongan PPh Pasal 21 atas selisih penerapan tarif sebesar 

20% (dua puluh persen) lebih tinggi bagi Pegawai Tetap atau 

penerima pensiun berkala sebelum memiliki Nomor Pokok Wajib 

Pajak yang telah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk 

bulan-bulan selanjutnya pada tahun kalender berikutnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) tidak termasuk kredit pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

18. Dalam hal Wajib Pajak yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 

yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 

mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak 

maka PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan 

dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Orang Pribadi untuk tahun pajak yang bersangkutan. 

19. Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 

yang menyatakan jumlah lebih bayar maka penyampaiannya harus 
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dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak 

berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. 

Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang 

menyatakan jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya tahun pajak yang 

bersangkutan dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, tidak dianggap 

sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

Accounting Consultant Tahun 2021 

Pada gambar 3.1 menunjukan bahwa alur pemungutan pajak penghasilan 

pasal 21 dari suatu perusahaan dimulai dari bagian payroll yang membuat 

daftar gaji karyawan dan memberikan data tersebut ke bagian perpajakan. 

Setelah menerima data gaji dari bagian payroll, maka bagian perpajakan 

membuat kertas kerja yang berisi perhitungan PPh 21 karyawan, lalu di input 

ke dalam sistem E-spt pajak kemudian di print out (SPT Masa PPh 21). 

Kemudian print out SPT ditandatangani oleh oleh pejabat yang berwenang 

dan diberi stempel perusahaan. Setelah SPT Masa selesai, maka selanjutnya 

adalah membuat surat setoran pajak (SSP) agar dapat mendapatkan bukti kas 

keluar (BKK) sebagai dokumen permintaan kas ke bagian keuangan. Setelah 

Gambar 3. 1 Bagan Prosedur Pembayaran dan Pelaporan PPh 21 
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BKK diterima oleh bagian keuangan, maka terlebih dahulu di cek 

kelengkapan BKK agar ditandatangani oleh oleh pejabat berwenang di bagian 

pengeluaran kas. Setelah semuanya selesai maka akan disiapkan giro 

pembayaran untuk BKK tersebut ke bank persepsi. Setelah melakukan 

pembayaran, maka akan menerima SSP yang sudah divalidasi oleh bank. 

setelah pajak disetorkan melalui bank persepsi, maka dapat melakukan 

pelaporan SPT Masa disertai dengan lembar ke 3 SSP yang sudah divalidasi 

ke KPP dan harus dipastikan agar menerima tanda terima dari KKP. 

3.2 Tinjauan Praktik 

 Berikut ini merupakan tinjauan praktik yang akan dipaparkan dalam 

bab pembahasan yang berkaitan dengan judul Tugas Akhir, antara lain 

sebagai berikut : 

3.2.1 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Insentif 

Pajak Covid-19 Atas Gaji Karyawan Perusahaan PT. XXXX (Studi 

Kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting 

Consultant) 

 Pemanfaatan insentif pajak Covid-19 pada dasarnya memiliki 

mekanisme dan prosedur untuk dilaksanakan dengan benar. Oleh karena itu, 

walaupun wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar 

pajak,  namun prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka tingkat 

penerimaan pajak tidak akan terwujud seperti yang diharapkan. Berikut 

Contoh Pemanfaaatan insentif pajak pada Kantor Ping Astono Setiawan & 

Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang. 
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3.2.2 Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Insentif 

Pajak Covid-19 Atas Gaji Karyawan Perusahaan PT. XXXX (Studi 

Kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting 

Consultant) 

PT. XXXX  merupakan klien dari Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto 

Tax and Accounting Consultant  yang telah memenuhi syarat dan telah 

melakukan permohonan untuk mengikuti program insentif pajak Covid-19. 

PT. XXXX memiliki karyawan dengan rincian gaji sebagai berikut : 

Seorang pegawai bernama Tuan XXXX memiliki status Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (K3), dengan gaji tetap perbulan sebesar Rp. 10.000.000. Maka, 

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dengan insentif Covid-19 

adalah sebagai berikut : 

Gaji Pokok     Rp. 10.000.000 

Tunjangan Lainnya    Rp.                 0 

Penghasilan Bruto    Rp. 10.000.000 

 

Pengurang : 

Biaya Jabatan     Rp.    (500.000) 

Penghasilam Neto Sebulan   Rp.    9.500.000 

Penghasilam Neto Setahun (x12)  Rp. 114.000.000 

Penghasilam Tidak Kena Pajak (K3)  Rp. (72.000.000) 

Penghasilan Kena Pajak    Rp. 42.000.000 

PKP Dibulatkan    Rp. 42.000.000 

PPh 21 Terutang : 

5% x 42.000.000    = Rp. 2.100.000 

PPh 21 Terutang 1 Tahun   = Rp. 2.100.000 
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PPh 21 Terutang  1 Bulan (/12)  = Rp.    175.000 

 

Gaji diterima Tuan XXXX : 

Gaji Pokok     Rp. 10.000.000 

Potongan Pajak Penghasilan   Rp.    (175.000) 

PPh Ditanggung Pemerintah   Rp.      175.000 

Gaji Diterima Tuan.XXXX   Rp. 10.000.000 

 

 Pada Perhitungan diatas, Tuan XXXX dikenakan tarif pajak sebesar 

Rp. 175.000. Gaji sebulan Tuan XXXX sebulan tersebut seharusnya dipotong 

dengan pajak penghasilan. Namun, dengan memanfaatkan insentif pajak 

Covid 19 maka pajak tersebut ditanggung pemerintah. Pajak yang tidak 

dibayarkan selanjutnya disetorkan kepada pegawai atau taun XXXX 

bersamaan dengan pemberian gaji. Insentif pajak sendiri diberikan kepada 

karyawan dengan gaji maksimal Rp.200.000.000 setahun termasuk THR dan 

Tunjangan Lainnya. Artinya, dengan gaji sebesar Rp.114.000.000 pertahun 

dan gaji yang diterima bukan dari APBN atau PBD. Maka, Tuan XXXX bisa 

menggunakan insentif Covid-19. 
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3.2.3 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Insentif Pajak 

Covid-19 Atas Karyawan di PT.XXXX (Studu kasus Ping Astono 

Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant) 

 Pada kasus pajak penghasilan tuan XXXX dipungut dan dipotong oleh 

pemberi kerja. Sistem ini disebut withholding System, Kantor Ping Astono 

Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant yang memiliki 

kewajiban untuk memotong pajak penghasilan milik tuan XXXX serta yang 

menyetorkan dan dilaporkan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-

undangan karna menjadi konsultan daripada PT XXXX. 

 Dengan ketentuan tertentu, seperti pada kasus Insentif Pajak Covid-

19, pihak pemberi penghasilan tidak melakukan pemungutan disebabkan 

karena pajak penghasilan karyawan sudah ditanggung pemerintah. Pihak 

pemberi kerja hanya menghitung kemudian memberikan seluruh pajak 

penghasilan yang telah dihitung dan ditanggung pemerintah yang nantinya 

akan membuat laporan realisasi untuk pajak penghasilan pasal 21 dam akan 

dilaporkan melalui SPT Masa PPh 21.  
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3.2.4 Bagan Alur Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 

atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi 

kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting 

Consultant) 

  Perhitungan pajak penghasilan karyawan yang telah dilakukan, 

kemudaian akan dilakukan pemotongan yang di ambil dari gaji karyawan 

apabila tidak ditanggung perusahaan atau tidak ditanggung pemerintah. 

Berikut adalah proses pemotongan pajak penghasilan karyawan di 

perusahaan oleh Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

Accounting Consultant Semarang. 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

Accounting Consultant Tahun 2021 

Gambar 3. 2 Bagan Flowchart Alur Pemotongan dan Penyetoran Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dengan Insentif pajak Covid-19. 
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 Pada gambar 3.2 menerangkan bahwa kewajiban perpajakan wajib 

pajak di tangani oleh kantor konsultan pajak. Wajib pajak membuat daftar 

gaji karyawan kemudian diserahkan kepada kantor konsultan pajak. Kantor 

konsultan pajak akan mengolah data gaji, mulai dari menghitung pajak 

penghasilan sampai dengan membuatkan SSE. Setelah SSE dibuat, kantor 

konsultan pajak meberikan SSE kepada wajib pajak untuk selanjutnya 

dibayarkan melalui bank persepsi. Setelah melakukan pembayaran pajak, 

pihak bank akan memberikan bukti pembayaran yang beriki kode NTPN 

untuk selanjutnya akan di input pada halaman DJP Online untuk pelaporan 

SPT Masa. Bukti pembayaran dan kode NTPN selanjutnya diserahkan kepada 

kantor konsultan pajak untuk di proses pelaporan. 

3.2.5 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di 

PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus Ping Astono 

Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant) 

 Kanotor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

Accounting Consultant Semarang tetap melakukan Penyetoran PPh Pasal 21. 

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disetorkan adalah untuk pajak yang tidak 

ditanggung pemerintah. Seletelah menghitung dan mengetahui besarnya 

pajak terutang karyawan pada PT XXXX, pihak Kantor Ping Astono 

Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang 

membuat SPT Masa PPh 21 di aplikasi E-Spt. 
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 Pada Formulir 1721 halaman pertama no.1 terdapat 2 penerima 

penghasilan yang salah satunya adalah Tuan XXXX, penghasilan kena pajak 

sebesar Rp. 10.000.000 dan penghasilan kena pajak terutang sebesar 

Rp.175.000. Pada halaman Pertama No.4d Terdapat penerima penghasilan 

tenaga ahli sebesar 2.500.000 dengan pajak penghasilan terutang sebesar 

62.500. yang membedakan antara keduanya adalah Pajak Tuan XXX 

ditanggung pemerintah dan Pajak Tenaga Ahli tidak ditanggung pemerintah. 

 Penyetorkan pajak penghasilan dilakukan oleh Kantor Ping Astono 

Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang 

dengan membuat Kode Billing PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dan 

Kode Billing tanpa Ditangung Pemerintah (DTP). Pengisian dilakukan pada 

halaman (djponline.pajak.go.id) dengan langkah sebagai berikut : 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

Gambar 3. 3 SPT Masa PPh Pasal 21 
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1. Pilih menu bayar kemudian klik pada menu Ebilling. 

 

  

Gambar 3. 4 Tampilan Website DJP Online 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 
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2. Pada halaman Ebilling dilakukan pengisian data jenis pajak, jenis 

setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setoran, setoran terbilang dan 

uraian. Untuk uraian pada jenis pajak ditanggung pemerintah wajib di isi 

“PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 

9/PMK.03/2021”. 

 

 

  

Gambar 3. 5 Form E-billing 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 
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3. Setelah selesai penginpitan data maka akan mendapatkan 2 (dua) lembar 

SSE. Pertama untuk PPh DTP dan SSE Kedua untuk PPh tanpa DTP. 

 

Gambar 3. 6 SSE PPh Pasal 21 Tanpa DTP 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 
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Gambar 3. 7 SSE PPh Pasal 21 DTP 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 
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4. Setelah menerima Surat SSE pihak Ping Astono Setiawan & Adrian 

Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang akan melakukan 

pembayaran pajak penghasilan ke Kantor Pos atau Bank Persepsi. 

Dengan batas waktu pembayaran adalah tanggal 10 bulan berikutnya. 

Setelah melakukan Pembayaran akan mendapatkan bukti pembayaran 

yang terdapat kode NTPN sebagai berikut : 

 

  

Gambar 3. 8 Bukti Pembayaran PPh Pasal 21 Tanpa DTP 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 
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3.2.6 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di 

PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus Ping Astono 

Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant) 

 Surat Pemberitahuan Masa PPh 21 dilakukan setiap bulan pada 

Djponline.go.id. Dalam kasus PPh 21 ditanggung pemerintah pelaporan 

dikaukan dengan melaporlan SPT Masa dan melakukan laporan realisasi 

Insentif PPh 21. Langkah – langkah untuk pelaporan SPT Masa PPh 21 adalah 

sebagai berikut :  

1. Penginputan kode NTPN pada E-spt dilakukan dengan mengisi kode 

akun pajak (411121), Kode Jenis Setoran (100), Tanggal SSP, input kode 

NTPN dilanjut dengan input nominal pajak pada bukti setor. Untuk 

penginputan NTPN pada PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) diisi 

dengan angka 9 sampai dengan 16 digit.  Kemudian penginputan angka 

1 dan 2 guna memilih apakah SSE yang di input merupakan DTP atau 

Pbk. 

 

 

 

Gambar 3. 9 Penginputan Kode NTPN padal E-SPT 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 
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2. Setelah selesai menginput maka akan didapati daftar surat setoran pajak 

(SSP) dan/atau bukti pemindah bukuan (Pbk) untuk pemotongan pajak 

penghasilan psal 21 dan/atau pasal 26 sebagai berikut :  

 

  

Gambar 3. 10 Daftar SSP PPh Pasal 21 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 
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3. Saat setelah mengisi daftar SSP artinya E-spt sudah siap untuk di 

download dengan format CSV. Masuk kedalan aplikasi E-spt, kamudian 

pilih CVS – Pelaporan SPT – Pilih Bulan dan Tahun Pelaporan (Februari) 

– Klik Buat CSV – Penamaan File Otomatis dan tidak boleh diubah sama 

sekali. Disarankan agar menyimpan file CVS pada folder yang sudah 

dipersiapkan khusus untuk Pelaporan PPh 21.  

 

Gambar 3. 11 Download File CSV PPh Pasal 21 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 
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4. Pelaporan SPT Masa PPh 21 dilakukan pada halaman 

(djponlinepajak.go.id) dengan login menggunakan akun wajib pajak dan 

masuk pada halaman Efilling. Setelah Login ke laman djp online – 

Masuk ke Lapor – Efilling – Buat SPT – Upload file SPT dengan format 

CSV (yang sebelumnya di unduh pada Program E-spt) – Upload juga 

Lampiran SPT dalam satu file PDF dengan nama yang sama seperti file 

CSV (wajib) – Klik Upload. Setelah selesai Upload langkah selanjutnya 

adalah mengirimkan kode verifikasi pada email/sms yang sudah 

didaftarkan pada DJP sebgai konfirmasi telah selesai melaporkan SPT 

Masa PPh Pasal 21. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 12 Halaman Login DJP Online 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 
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Gambar 3. 13 Menu Lapor 

 

 

  

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

Gambar 3. 14 Tampilan Menu Buat SPT 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 
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Gambar 3. 15 Menu Upload SPT dan Lampiran 

Gambar 3. 16 Pengambilan Kode Verifikasi 

Gambar 3. 17 Menu Respon Layanan 

 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 
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5. Dengan meyelesaikan proses pelaporan SPT Masa PPH 21, Pihak djp 

akan mengirimkan bukti lapor seperti pada gambar berikut : 

 

3.2.7 Bagan Alur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji 

Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus 

Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting 

Consultant) 

 Pada gambar 3.18 menunjukan bahwa wajib pajak melaporkan 

kewajiban perpajakan dengan bantuan kantor konsultan pajak. Dimulai dari 

menyerahkann bukti pembayaran pajak dengan kode NTPN kepada kantor 

konsultan pajak. Kantor konsultan pajak akan meneruskan pelaporan dengan 

menginput kode NTPN pada E-spt untuk mendapatkan daftar SSE dan 

mendownload SPT CSV. Kantor konsultan pajak masuk ke DJP Online untuk 

melakukan pelaporan SPT masa dengan melakukan pangupoadan SPT CSV 

beserta dengan lampiran yang dibutuhkan. Kantor Pajak DJP Online akan 

melakukan verifikasi data secara otomatis dan mengirimkan bukti lapor 

kepada wajib pajak sebagai bukti telah melakukan pelaporan. Bukti lapor 

akan dijakan arsip wajib pajak sebagai bukti pertanggungjawaban di 

kemudian hari. 

  

Gambar 3. 18 Bukti Lapor 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 
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Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and     

Accounting Consultant Tahun 2021 

3.2.8 Pelaporan  Bukti Realisasi Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 

Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi 

kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting 

Consultant) 

 Untuk membuktikan bahwa perusahaan benar-benar memberikan 

insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada karyawan, maka diwajibkan untuk 

melaporkan Realisasi Pemanfaat Insentif pada halaman Djponline.go.id. 

Untung langkah-langkah Pelaporan Realisasi Insentif PPh 21 adalaha sebagai 

berikut : 

1. Pertama masuk ke halaman djponline.go.id. 

2. Masuk ke menu layanan kemudian scroll sampai ke bawah. 

Gambar 3. 19 Bagan Flowchart Alur Pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 dengan Insentif pajak Covid-19. 
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3. Klik E-reporting insentif covid 19. 

  

Gambar 3. 20 Menu Layanan 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

Gambar 3. 21 Menu E-reporting 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 
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4. Akan muncul menu dashboard, di kanan atas klik tombol tmabah yang 

akan masuk ke laman lapor. 

Gambar 3. 22 Menu Dashboard E-reporting 

 

 

5. Pilih tahun pelaoran (pada kasus ini tahun 2021). 

  

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

Gambar 3. 23 Menu Tahun Pelaporan 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 
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6. Pilih Jenis Pelaporan (pada hal ini PPh pasal 21 DTP (PMK-9 2021).. 

 

7. Klik lanjut, HIngga diminta untuk memasukan kode captcha sebagai 

verifiaksi human. 

  

Gambar 3. 24 Menu Jenis Pelaporan 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

Gambar 3. 25 Menu Kode Captcha 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 
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8. Setelah verifikasi akan muncul halaman selanjutnya untuk mengisi masa 

pajak (pada kasus ini di isi 02-2021 dan 02-2021). 

 

9. Kemudian saat diminta untuk menguoload file realisasi, wajib pajak 

wajib mengunduh Format realisasi terlebih dulu di link yang berada di 

kiri tengah laman.  

  

Gambar 3. 26 Menu Download Format Realisasi 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 
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10. Setelah mendownload, di wajibkan mengisi data realisasi pajak yang 

merupakan DTP sesuai yang hitung, dipotong dan dilaporkan 

sebelumnya. Setelah Semua data selesai diisi klik tombol validasi jika 

sudah benar dan sesuai. 

  

Gambar 3. 28 Format Pengisian Realisasi 

Gambar 3. 27 Menu Identitas, Penghasilan Bruto dan PPh Pasal 21 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 
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Gambar 3. 29 Menu Validasi 

 

 

11. Penamaan file wajib menggunakan format yang sudah dijelasakan pada 

petunjuk di laman yang tersedia (15 digit npwp, 2 masa pajak awal, 2 

masa pajak akhri, 4 digit tahun pajak, 2 kode pelaporan realisai, kode 

pembetulan) kemudian simpan pada file Custom yang mudah di ingat. 

  

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

Gambar 3. 30 Format Penamaan File Realisasi 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 
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12. Masuk kembali pada halaman Realisasi Insentif PPh Pasal 21Covid-19 

Klik tombol upload dan masukan file yang sebelumnya di buat berbentuk 

excel. 

 

  

Gambar 3. 31 Pemilihan Berkas File Realisasi 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 
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13. Klik tombol upluad, setelah proses upload selesai maka akan mendapat 

bukti lapor berupa PDF sebagai berikut. 

  

Gambar 3. 33 Upload File Laporan Realisasi 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

Gambar 3. 32 Proses Akhir Upload File Realisasi 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 
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3.2.9 Bagan Flowchart Alur Pelaporan Realisasi Pajak Penghasilan Pasal 

21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 

(studi kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

Accounting Consultant) 

 Pada gambar 3.34 meneragkah bahwa realisasi insentif pajak 

dilaporkan kepada kantor pajak sebagai bukti pemenfaatan insentif. Laporan 

realisasi juga digunakan sebagai bukti telah memberikan insentif pajak 

kepada karyawan yang pajaknya ditanggung pemerintah. Dimulai dari 

memberikan daftar realisasi kepada kantor konsultan pajak, selanjutnya 

kantor konsultan pajak melakukan pengecekan dan melakukan validasi dalam 

daftar realisasi insentif pajak Covid-19. File realisasi selanjutnya dilaporkan 

kepada kantor pajak melalui DJP Online. Pada halaman DJP Online akan ada 

menu E-reporting sebagai tempat untuk mengunggah file realisasi dengan 

penamaan yang sudah ditentukan. Setelah selesai mengunggah file, maka 

pihak DJP Online akan memberikan bukti penerimaan ralisasi untuk 

dijadikan arsip wajib pajak. 

Gambar 3. 34 Bukti Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 

 

Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

    Accounting Consultant Tahun 2021 
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Sumber : Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and     

Accounting Consultant Tahun 2021 

 

3.2.10 Ancaman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 

21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 

(studi kasus Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

Accounting Consultant) 

 Pemungutan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan dengan 

insentif pajak Covid-19 masih terdapat beberapa ancaman yang dapat 

menghambat pelaksanannya, antara lain sebagai berikut : 

Gambar 3. 35 Bagan Flowchart Alur Pelaporan Realisasi Pajak Penghasilan 

Pasal 21 dengan Insentif pajak Covid-19. 
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1. Pemungutan pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang dilakukan 

oleh pemberi kerja masih rentan terjadi kecurangan oleh pihak yang 

tidak bertanggung jawab. Mengingat pelaksanaan insentif pajak 

Covid-19 dilakukan oleh pemberi kerja, sangat beresiko dan dapat 

merugikan apabila pajak yang ditanggung pemerintah tidak benar-

benar diberikan kepada karyawan. 

2. Pelaksanaan insentif pajak juga masih terkendala dalam penyampaian 

informasi tentang adanya pemberian insentif pajak yang terkadang 

membutuhkan waktu lama untuk memahaminya. 

3.2.11 Pengendalian internal atas ancaman dalam pelaksanaan 

pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di 

PT.XXXX dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus Ping Astono 

Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant)  

 Demi kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 21 

dengan insentif pajak Covid-19, Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian 

Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang menyiapkan 

pengendalian internal guna meminimalisir ancaman dan permasalahan yang 

terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 21 dengan 

insentif pajak Covid-19 sebagai berikut : 

1. Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting 

Consultant Semarang akan meminta data realisasi penerima insentif 

pajak beserta tanda tangan karyawan untuk memastikan pajak 

ditanggung pemerintah benar-benar di berikan kepada karyawan. 

Tindakan seperti ini dapat meminimalisir kecurangan pihak tidak 

bertanggung jawab. 

2. Pihak Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and 

Accounting Consultant Semarang melakukan diskusi bersama dengan 

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Diskusi yang dilaksanakan 

membahas tentang Insentif pajak Covid-19 yang nantinya akan di 

lanjutnkan kepada para staff atau karyawan. Para staff atau karyawan 

selanjutnya akan memberikan saran terbaik mengenai insentif pajak 
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kepada wajib pajak atau clien. Dengan cara seperti ini proses 

pelaksanaan insentif pajak akan berjalan sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku dan dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak 

secara maksimal. 

3.3 Perbedaan Teori dan Praktik Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX 

dengan insentif pajak Covid-19 (studi kasus Ping Astono Setiawan & 

Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant) 

 Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan di PT.XXXX dengan insentif pajak 

Covid-19 terdapat perbedaan antara tinjauan teori dan tinjauan praktik, antara 

lain sebagai berikut : 

1. Pelaporan realisasi insentif pajak Covid-19 yang dilakukan oleh 

PT.XXXX juga menambahkan dokmen bukti tanda tangan karyawan 

yang mendapatkan manfaat insenitf pajak penghasilan pasal 21 saat 

pembayaran gaji. Penambahan dokumen tanda tangan karyawan 

tersebut nantinya akan disimpan guna menghadapai pemeriksaan 

pajak.  

2. Menurut teori, insentif pajak dapat memberikan dorongan ke arah 

perkembangan ekonomi dan menjadi pengalihan biaya serta resiko. 

Pada praktik pemanfaatan insentif pajak oleh PT.XXXX melalui 

Kantor Ping Astono Setiawan & Adrian Priyanto Tax and Accounting 

Consultant, Insentif pajak hanya lebih mengarah kepada pengalihan 

biaya serta resiko saat menghadapi pandemi Covid-19. 
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BAB 4 

PENUTUP 

 Pada bab ini akan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran. 

Berikut uraian dari bab penutup pada penulisan Tugas Akhir “MEKANISME 

PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK 

PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN INSENTIF PAJAK COVID-19 

ATAS GAJI KARYAWAN PERUSAHAAN PT. XXXX (STUDI KASUS 

PING ASTONO SETIAWAN DAN ADRIAN PRIYANTO TAX & 

ACCOUNTING CONSULTANT SEMARANG)”. 

4.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan uraian pada bab ketiga pembahasan tentang Mekanisme 

Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan 

Insentif Pajak Covid-19 atas Karyawan PT.XXXX Pada Kantor Ping Astono 

Setiawan & Adrian Prinyanto Tax and Acoounting Consultant Semarang, 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 dituliskan bahwa pajak bersifat 

memaksa, namun pada kondisi tertentu seperti adanya bencana pandemi 

sifat pajak dapat teralihkan dengan pemberian insentif pajak. Pemberian 

insentif pajak dapat membuat beban pajak dibebaskan sebagian atau 

seluruhnya serta beban dapat ditanggung oleh pemerintah. 

2. Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan Insentif pajak pada 

PT.XXXX melalui Kantor Ping Astono Setiawan & Tax and Accounting 

Consultant Semarang sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 21 

telah sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan serta PMK Nomor 

09/PMK.03/2021. Pajak dengan tarif progresif yang seharusnya menjadi 

pengurang dalam gaji karyawan tidak dipotong karena memanfaatkan 

insentif pajak.  
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3. Pada Tinjauan Praktik dapat disimpulkan bahwa prosedur perhitungan, 

penyetoran dan pelaporan  PPh Pasal 21 tidak selamanya berdasarkan 

pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juga Peraturan 

Dirjen Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata 

Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 

dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa 

dan Kegiatan Orang Pribadi. Ada kondisi tertentu dimana wajib pajak 

harus menjalankan prosedur juga berdasarkan peraturan tertentu yang 

telah ditetapkan, seperti contohnya pada pemanfaatan insentif pajak 

Covid-19, wajib pajak harus memperhatikan prosedur pemanfaatan 

insentif pajak pada Perauran Menteri Keuangan Nomor 

09/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak 

Pandemi Corona Virus Disease 2019. 

4. Penerima pendapatan sebagai tenaga ahli pada tinjaun praktik tidak 

mendapatkan insentif pajak Covid-19 karena bukan merupakan pegawai. 

Penerima insentif pajak penghasilan pasal 21 hanya diberikan kepada 

pegawai dengan kriteria tertentu sesuai Pasal 2 (3) PMK Nomor 

09/PMK.03/2021. 

5. Pelaporan dan penyetoran pajak pada PT.XXXX melalui Kantor Ping 

Astono Setiawan & Tax and Accounting Conusltant Semarang telah 

dilakukan dengan ketentuan yang sesuai dan tepat waktu, tidak 

mengalami keterlambatan yaitu sebelum tanggal 10 bulan berikutya 

untuk penyetoran dan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya untuk 

pelaporan. 

6. Pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak oleh PT.XXXX melalui 

Kantor Ping Astono Setiawan & Tax and Accounting Conusltant 

Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib 

Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Daftar realisasi 

pemanfaatan insentif pajak berformat csv telah dikirm bersamaan dengan 

pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. 
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7. Insentif pajak dapat mendorong keberlangsungan hidup suatu perusahaan 

dalam menghadapi situasi krisis seperti pada saat pandemi ataupun 

keadaan mendesak lainnya. Pada tinjauan praktik di atas, insentif pajak 

dapat menjadi alasan sebuah perusahaan bertahan dalam keadaan krisis 

karena pembebasan beban atau biaya pajak sebagian atau seluruhnya. 

Insentif pajak Covid-19 dalam hal PPh Pasal 21 dapat memberikan 

keringanan beban pada karyawan di sebuah perusahaan karena 

penurunan pendapatan yang dialami. 

8. Pada pemberian insentif pajak Covid-19 cenderung menjadi pengalihan 

biaya dan resiko dibandingkan menjadi pendorong ke arah 

perkembangan ekonomi. Pemberian insentif pajak saat pandemi dapat 

memberikan harapan pada perusahaan dan karyawan untuk tetap 

bertahan menghadapi krisis ekonomi. 

9. Ancaman pada pelaksanaan pemungutan Insentif Pajak Covid-19 dapat 

diminimalisir oleh PT.XXXX melalui  Kantor Ping Astono Setiawan & 

Adrian Priyanto Tax and Accounting Consultant Semarang dengan cara 

meminta data realisasi penerima insentif pajak bertanda tangan karyawan 

dan diskusi bersama (IKPI) untuk membahas peraturan Insentif pajak 

Covid-19. 

4.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis, maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan insentif 

pajak sangat bermanfaat bagi wajib pajak. Namun, ada baiknya jika 

pemberian insentif pajak tidak hanya di keluarkan pada saat kondisi 

darurat. Pemberian insentif pajak dapat diberikan kepada wajib pajak 

yang taat membayar pajak dan untuk wajib pajak baru agar kesadaran 

membayar pajak timbul dengan sendirinya.  
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2. Pengawasan pada pemberian insentif pajak harus diperhatikan agar tidak 

terjadi kecurangan dan disalah gunakan oleh pihak tertentu. 

3. Untuk pihak pemotong pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan agar 

jujur dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. 

Pada pajak penghasilan pasal 21 terdapat hak dan kewajiban milik 

karyawan dan pemerintah untuk dilaksanakan melalui perantara 

pemotong yang harus dipertanggungjawabkan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran  1 SPT Masa PPh Pasal 21 
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Lampiran  2 Lembaran SSP PPh Pasal 21 Tanpa DTP 

 

  



87 

 

Lampiran  3 Lembar SSE PPh Pasal 21 DTP 
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Lampiran  4 Bukti Penerimaan Pajak & NTPN 
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Lampiran  5 Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 
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Lampiran  6 Bukti Lapor PPh Pasal 21 
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Lampiran  7 Bukti Laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP 

 


